
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1312, 2019 KEMENPU-PR. Tata Naskah Dinas. Pedoman. 

Pencabutan. 
 

 
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16/PRT/M/2019 

TENTANG 

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam 

penyelenggaraan komunikasi tulis dan elektronik yang 

meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, 

pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan 

naskah dinas serta media yang digunakan dalam 

komunikasi kedinasan pada setiap organisasi, unit kerja, 

atau satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, perlu disusun pedoman tata naskah 

dinas pada Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan mengatur terkait tata naskah dinas ditetapkan 

oleh pimpinan pencipta arsip dan berdasarkan Pasal 3 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di 

Lingkungan Instansi Pemerintah mengatur pedoman 
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umum mengenai petunjuk pelaksanaan tata naskah 

dinas elektronik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 249); 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik 

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 107); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 96); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH 

DINAS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Tata Naskah Dinas yang selanjutnya disingkat TND 

adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi 

pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, 

pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah 

dinas, serta media yang digunakan dalam komunikasi 

kedinasan. 

2. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

3. Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas 

pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan 
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berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, 

penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal 

kedinasan lainnya kepada pihak lain di dalam maupun 

luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi publik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang 

terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, 

terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik 

lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan 

autentikasi. 

6. Format adalah susunan dan bentuk naskah yang 

menggambarkan tata letak dan redaksional, serta 

penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas. 

7. Logo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat adalah gambar atau huruf sebagai identitas 

sebagai tanda pengenal berupa simbol atau huruf bersifat 

tetap dan resmi digunakan untuk kop/kepala surat, 

untuk naskah dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

8. Disposisi adalah catatan yang berisi perintah atau 

permintaan atau informasi dari pimpinan dalam rangka 

proses penyelenggaraan suatu naskah. 

9. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam 

dalam media elektronik sebagai alat komunikasi 

kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/ 

pimpinan yang berwenang di lingkungan kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

10. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat 

TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik 
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dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

11. Sistem TNDE adalah kesisteman pengelolaan naskah 

dinas secara elektronik yang meliputi aplikasi perangkat 

lunak dan databasenya yang terhubung dengan jaringan 

serta dapat diakses oleh semua pengguna. 

12. Aplikasi TNDE adalah perangkat lunak beserta 

databasenya yang digunakan untuk pengelolaan naskah 

dinas secara elektronik. 

13. Templat adalah format surat baku yang disusun secara 

elektronik. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan 

penyelenggaraan tata naskah dinas pada setiap unit 

organisasi/unit kerja/satuan kerja. 

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk : 

a. menciptakan tertib administrasi tata naskah dinas; 

b. menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang 

efektif dan efisien; 

c. mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan 

penandatanganan; 

d. mendinamiskan penyelenggaraan naskah dinas 

sebagai suatu sistem yang komprehensif dan 

terpadu; 

e. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam 

pengelolaan dan penanganan surat masuk dan/atau 

surat keluar; dan 

f. menciptakan keseragaman dalam penerapan tata 

naskah dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat. 

 

 

 


